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DESKRIPSI TENTANG WAKAF DAN SAKSI

TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF

1. Definisi Wakaf dan Dasar Hukum

Kata wakaf( <& \) bila dijamakkan menjadi’<ds dan <.
Sedangkan kata kerjanya (fi'il) adalaka®s. Adapun penggunaan kata kerja
< 5l menurut tadzkirah karyds)) iale terbilang langka.

Menurut arti bahasa (etimologi), waqafa berarti ate@m atau
mencegah, misalnya sl (e <éé s “saya menahan diri dari berjalah”.

Dari segi istilah (terminologi) syara’, wakaf adalsejenis pemberian
yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan mengbamilikan) asal
(=¥ ansd)) lalu menjadikan manfaatnya berlaku umbirhalu yang
dimaksud dengan (J=Y¥) «us3 ) jalah menahan barang yang diwakafkan

itu agar tidak diwariskan, digunakan dalam bentyuad, dihibahkan,

digadaikan, disewakan, dipinjamkan, dan sejenisn§adangkan cara

! Ahmad Warasuun MunawiQamus al-Munawwir Arab Indonesi@ondok Pesantren al-
Munawwir, Krapyak, Yogyakarta, 1984, him. 1683.

2 Muhammad Jawad Mughniyadl;:Figh ‘ala al-Madzahib al-KhamsalfFigih Lima Mazhab:
Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan HanbaliDiterjemahkan oleh Masykur A.B., dkk., Cet. Skaka:
Lentera, 2000, him. 635.

® Ibid.

* Moh. Rifa’l, dkk., Terjemah Khulashah Kifayatul Akhy@emarang: CV Toha Putra, 1990,
him. 232.
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pemanfaatannya adalah dengan menggunakannya sesugan kehendak
pemberi wakaf tanpa imbalan.

Muhammad Amin Suma memberikan definisi secara diarfkata
wakaf berasal dari kata Aratvaqf (<28s) . Al-Wagf diambil dari akar kata
Wy, — 8, — oty — @y yang secara harfiah berarti: berhenti (lawan kata
istamarrg yang artinya berlanjut) atau berd{#®). Al-wagfu juga lazim
diartikan dengans«aJ), artinya menahah.Adapun yang dimaksud dengan
wakaf dalam istilah syar’i seperti dikemukakan akkani ialah:
ane ol La 4y £laBY) (S Je gas. Maksudnya menahan harta yang mungkin

(bisa) dimanfaatkan (hasilnya) dengan tetap mempankan atau
mengabdikan ‘ain (benda/ wujud) hartanya sendffi...

Sayyid Sabig memformulasikan pengertian wakaf denghabsal-
ashl wa tasbil al-tsamrah(menahan asal (pokok), dan menyalurkan /
mendistribusikan buah (hasilnya), yakni dalam amgnahan harta dasar/
pokok dan menyalurkan berbagai manfaat / pemamfagtadi jalan Allaif

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41uhaR004
dijelaskan bahwédwakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahka

dan atau menyerahkan sebagian harta benda milikimyik dimanfaatkan

® |bid.

® Muhammad Amin SumaHukum Keluarga Islam di Dunia IslanEd. Revisi, Cet. 2,
Jakarta: RajaGrafinso Persada, 2005, him. 137.

" Muhammad bin Ismail al-KahlaniSubulus-SalamKairo: Syarh Bulubh al-Maram min
Adillah al-Ahkam, Juz. 3, t.th., him. 87.

8 Sayyid SabigFighul al-SunnahMesir: Dar al-Fikr, t.th., him. 57.
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selamanya atau untuk jangka waktu tertentu seseagan kepentingannya
guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umanumt syariah”®
Semua ulama Islam mengakui keberadaan dasar hulakafwbaik
berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadits, maupun berkiasajma’ (konsensus)
ulama Islam sepanjang zaman. Diantara ayat al-Quwang dimaksudkan

adalah:

%0 #BRNO0 1© K@M es 3 BIAAN e O [T w
ORI OPL 0 000 E B-1>00, ACD
LA * IS BX-O>OQHACD & o 42 60

A AHORNEHEN DY ORI A Lo de O NI eo
Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan rga
sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagiaa hart

yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkatMaka
Sesungguhnya Allah mengetahuinyé?S. Ali Imran: 92)'°

Lalu juga Firman Allah:
€ 0B M @s I BI-UDHEAD Soa @0 .......
&I QPO RESHD = HE2DTHHED w0

Artinya: ....... Dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu meatap
kemenangan”(al-Hajj: 77)**

Adapun al-Hadits yang menjadi dalil atau dasar hukbagi
pensyariatan wakaf ialah perilaku nabi sendsinnah fi'liyah) Terdapat

berita yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad safnap mewakafkan

° Departemen AgamaPeraturan PerwakafanDirektorat Jenderal Bimbingan Masyarakat
Islam, Tahun 2006, pasal 1 angka 1 UU No. 41 T&@04 tentang Wakaf, him. 2.

19| embaga Lajnah Pentashih al-Qurafgur'an dan terjemahnya,Bandung: Gema Risalah
Press, 1989 him. 204.

"bid., him. 452.
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dan menyedekahkan tujuh petak kebun yang terletakMadinah al-
Munawwarah sepulang beliau dari peperangan Uhuaihrdahana hasil dari
ketujuh petak kebun itu diperuntukkan bagi kaumafa§ orang-orang

miskin, ibnu al-sabil dan keluarga dekat lainnya.

130) 1 b s Al ) L i) Sy ) 4l 4 oy 5558 ol 8
B gs) Ao iy ale 5) s Aaca A3 (e Y dlee gl ool ol e
12_51..“\ a\;)_(‘d}ﬁdﬂ CJL\A

Artinya: “Dari Abi Hurairah r.a., bahwasanya Rasulullah sgw.
bersabda: “Apabila anak keturunan Adam meninggatidy
maka terputuslah amal daripadanya, kecuali (yandgKi
terputus adalah) dari ketiga amal berikut: (1) skde
jariyah, (2) ilmu pengetahuan yang dimanfaatkanngydain,
dan (3) anak saleh yang mendoakan anak adam itu
(HR. Muslim).

Hadits di atas menunjukkan bahwa pahala dari anegbuatan
seseorang akan menjadi terputus begitu dia menimygea, kecuali ketiga
macam amal yang disebutkan dalam hadits di ataggd<smacam amaliyah di
atas (amal jariyah, ilmu yang bermanfaat dan amééhsyang mendoakan
orang tua), akan tetap mengalir pahalanya meskiptangnya sudah
meninggal dunia jauh-jauh hafi.Alasannya, seperti dikemukakan oleh al-
Kahlani, mengingat ketiga hal tersebut di atas pmkan bagian tidak

terpisahkan dari kasab (amal usaha) orang yangargtatan. Ketika

mensyarah kata-katshadaqatin jariyatin” dalam hadits di atas, umumnya

2 |bnu Hajjar al-AtsgalaniBulughul al-Maram min Adillah al-Ahkant.th., terj., Bandung:
Ahmad Dahlan, him. 191.
13 Muhammad Amin Sumap.cit, him. 142.
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para ulama menafsirkannya dengan wakaf. Bahkaahitplila sebabnya kata
al-Kahlani mengapa al-Imam Muslim mencantumkan tsadii atas di dalam

babal-Wagqf**

. Syarat dan Rukun Wakaf

Apabila wakaf dimaksudkan oleh pewakaf sebagai ez,
santunan atau sedekah, maka posisi pewakaf dighagsi pemberi,
penyantun atau sedekah. Adalah jelas bahwa orang Parakal, baligh,
pandai menggunakan sesuatu dengan baik dan tidakdgualangi dalam
menggunakan hartanya, berhak untuk berbuat bailgasherharta yang
dimilikinya sebagaimana yang dia inginkan dan dab@mtuk yang dia sukai.

Berdasar itu, apabila keinginan pewakaf diketaldan dia tidak
memaksudkan lain kecuali hal itu, maka itulah yangsti diberlakukan,
sekalipun seandainya pengucapannya melenceng ediaskan umum.
Misalnya, seseorang mengatakdnj adalah wakaf untuk saudaraky’tapi
yang dimaksudkan olehnya dari kata saudaraku ialahdtemanku, maka
wakaf itu harus diberikan kepada kawannya, bukardaanyd® Sebab,
menurut kebiasaan umum merupakaijah yang diikuti karena ia dianggap
sebagai sarana untuk mengungkap suatu maksud.kadali, suatu maksud
sudah diketahui, maka kebiasaan umum itu tidak fagnhjadi pegangan.

Namun bila kita tidak mengetahui maksud wakaf, mi&&hiasaan umum

¥ bid., him. 97.
5 |pid., him. 651.
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itulah yang mesti diikuti. Lalu, bila tidak ditemask istilah itu dalam

kebiasaan umum, dan redaksi yang diucapkan olelakzwidak bisa pula

dipahami, maka kita harus kembali kepada bahasma saeperti kita
memahami ayat-ayat al-Qur'an dan hadits-hadits Nabi

Sehubungan dengan hal di atas, ada beberapa pahgecyaitu
sebagai berikut:’

a) Syarat bersifat mengikat dan harus dilaksanakanakaa disebutkan
bersamaan dengan pelaksanaan (redaksi) wakaf. Aktapi bila
disebutkan sesudahnya, maka ia dianggap tidakkoer&ebab, pada saat
itu sudah tidak lagi kekuasaan bagi pewakaf ateanigayang telah keluar
dari miliknya.

b) Hendaknya syarat yang dicantumkan itu tidak beateydn dengan
maksud dan hakikat wakaf, semisal mensyaratkan lbgang tersebut
tetap berada di tangan pemiliknya semula, yang disavariskan, dijual,
dipinjamkan, disewakan dan dihibahkan sesukanyagYdemikian itu
sebenarnya mengandung arti bahwa wakaf tersebainlark wakaf, dan
yang sebenarnya bukan wakaf harus disebut sebadafwSeandainya
pewakaf menjadikan syarat yang diucakannya itu gabpernyataan
wakaf, itu artinya wakaf yang ia lakukan tanpa de&emaksud berwakaf;

dan wakaf yang seperti itu dianggap tidak sempubengan kata lain,

1% pid.
" Muhammad Jawad Mughniyatp.cit, him. 652.
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posisi pewakaf yang seperti tu sama dengan pegypa) mengatakan,
“Saya jual barang saya ini dengan syarat barang inidak
berpindahtangan kepadamu'Berdasar itu, maka para ulama’ mazhab
sepakat bahwa, setiap syarat yang bertentanganamlemgksud akad,
adalah tidak sah.

c) Hendaknya persyaratan tersebut tidak menyalahin s@tu hukum syara’
Islam, seperti mensyaratkan perbuatan yang haramn @eninggalkan

yang wajib. Dalam sebuah Hadits disebutkan:
Pagle Woal joay D da 5 e a S (g g Wa a0 Do 380 (ge

Artinya: “Barangsiapa yang mensyaratkan sesuatu syarat tidak
seperti yang ditetapkan kitab Allah azza wa jallaaka
persyaratan seperti itu tidak boleh dia berlakukantuk
dirinya dan atas dirinya”

Dalam Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 dan Kasip
Hukum Islam pada buku ketiga tentang hukum pervaakafidak dikenal
istilah rukun. Namun istilah yang dipakai sebagadepgkap dari syarat yakni
unsur-unsur. walaupun istilahnya tidak sama, tepgula hakekatnya sama
dengan unsur-unsur.

Undang-undang perwakafan menyebutkan ada enam wwakaf,

yakni:*®

18 Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim alt@yairi al-NaisaburyShahih Muslim
Beirut: Dar al-Kutub al-limiyyah, tt., him. 48.
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a. Wakif
Wakif, ialah pihak yang mewakafkan harta bendakmyla. Pada dasarnya
dalam sistem hukum Islam, bahkan sistem hukum yaagapun, pelaku
perbuatan hukum dalam kaitan ini wakif haruslamgrdewasa, berakal
sehat (akil baligh) dan beragama Islam. Anak kew#ng yang kurang
sehat akalnya, apalagi gila dan orang kafir (nonslim) tidak sah
melakukan perbuatan hukum wakaf. Wakif bisa dila@kuksecara
perorangan, dan bisa pula secara kolektif (bergptogyong) disamping
oleh dilakukan oleh organisasi maupun badan hukum.

b. Nadzir
Nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wadafwakif untuk
dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntykarfama halnya
dengan wakif, orang yang dipandang sah menjadiinadalah orang
dewasa, berakal sehat (akil baligh) dan beragalaan.ls\nak kecil, orang
gila dan orang kafir tidak sah menjadi nadzir. Maggt nadzir adalah
pemegang harta wakaf yang pada dasarnya harusldiketcara baik,
demi kepentingan umat dan masyarakat banyak, maksarsy atau
beberapa orang nadzir haruslah pula yang jujur at@anah (dapat

dipercaya).

19 Muhammad Amin Sumagp.cit, him. 143. Lihat juga: Said Agil Husein al-Munawar
Hukum Islam dan Pluralitas SosjaCet. |, Jakarta: Penamadani, 2004, him. 134-D@& Sulaiman
Rasjid,Figh Islam Cet. 23, Bandung: CV. Sinar Baru, 1990, 318-319.
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Persyaratan nadzir dan wakif ini harus orang ya@@dama Islam,
mengingat wakaf seperti yang dikemukakan Ibn Qaywildawjiyah,
bahwasanya wakaf itu harus semata-mata dilakukdamdaangka
mendekatkan diri dan taat kepada Allah dan Rasal-Mytas dasar ini,
kata Ibn Qayyim maka tidaklah sah mewakafkan gegiertemuan atau
kuburan yang diperindah sedemikian rupa untuk keamudliagung-
agungkan dan bernadzar untuk mengunjunginya. Hahénupakan suatu
urusan yang sama sekali tidak ada perbedaan pdrdiaptara pemimpin-
pemimpin Islam dan orang-orang yang mengikuti jejereka’®

c. Maukuf

Yang dimaksud dengan harta benda wakaf aamaukufialah harta
benda yang diwakafkan oleh si wakif kepada nadzalam kaitan ini
adalah harta benda yang selain bermanfaat jugalikietiaiya tahan yang
lama dan atau manfaat jangka panjang serta memipuaiigaekonomi
menurut ketentuan syara’. Atas dasar ini, makaahbenda yang tidak
bermanfaat (seperti barang yang telah rusak), ttdakn lama (seperti
makanan dan atau bahan makanan), serta barangigakgnemiliki nilai
ekonomis (seperti patung dan barang-barang laig garupa dengannya)
tidak boleh diwakafkan.

d. lkrar Wakaf

20 yusri as-Sayyid Muhammadami’ al-Figh, Juz. 4, 1421 H/ 2000 M, al-Qahirah, Mishr:
Dar al-Wafa, him. 592.
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Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yangagpkan secara
lisan dan/atau tulisan kepada nadzir untuk mewakafkarta benda
miliknya. Dalam hal ikrar wakaf, redaksi yang digkan bisa
menggunakan lafadz-lafadz yang jelésharih) seperti: wagaftu (aku
wakafkan) habbastu(aku tahan/ wakafkanyabbaltu(aku dermakan) dan
ayyadtu (aku tetapkan), dan bisa juga dengan mengguna&tauzl
kinayah seperttashaddaqgtu(aku sedekahkan). Dalam pada itu penting
juga dikemukakan disini bahwa dalam hukum Islantbpatan wakaf
tidak selamanya harus dilakukan dalam bentuk irakaf seperti yang
dilakukan dalam bentuk perbuatan atau tindakan yaeggarah atau
mengindikasikan ke arah perilaku wakaf. Seperti lpggmgunan masjid
yang dlakukan seseorang secara pribadi dan diam-ditaka masjidnya
itu setelah dibangun kelak dapat dipandang sebadé& umum dalam
pengertian benda wak.

e. Peruntukan Harta Wakaf
Yang dimaksud dengan peruntukan harta wakaf adaabntukan dari
pemanfaatan atau penggunaan harta wakaf sesuaardéwmipendak si
wakif dan pada dasarnya harus diindahkan oleh nadusalnya harta
benda wakaf itu peruntukannya adalah untuk mushaféau masjid,
sekolah atau madrasah, balai pengobatan atau rgakh dan lain

sebagainya sesuai dengan kehendak wakif ketikekmoieda ikrar wakaf.

2 Bandingkan dengan Sayyid Sabig,cit, him. 521.
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f. Jangka Waktu Wakaf
Yang dimaksud dengan jangka waktu wakaf ialah bahasa benda
wakaf yang diserahkan itu dimaksudkan untuk jang&ktu yang panjang
dan atau bahkan untuk selama-lamanya, bukan urakkuveesaat. Unsur
jangka waktu ini sangat terkait erat dengan unsutahbenda wakafl-
maukuf)yang diharuskan tahan lama.
Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) p&d&u Ketiga
tentang Hukum Perwakafan Bab [I mengenai Fungsisudknsur dan
Syarat-Syarat Wakaf menyebutk&n:

Bagian Kesatu
Fungsi Wakaf
Pasal 216
Fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda vealaii dengan tujuan
wakaf.

Bagian kedua
Unsur-Unsur dan Syarat-Syarat Wakaf
Pasal 217

(1) Badan-badan hukum Indonesia dan orang atau oramgrorang telah
dewasa dan sekhat akalnya serta yang oleh huka tedhalang untuk
melakukan perbuatan hukum, atas kehendak senghiat aaewakafkan
benda miliknya dengan memperhatikan peraturan gdangiundangan
yang berlaku.

(2) Dalam hal badan-badan hukum, maka yang bertindakkutian atas
namanya adalah pengurusnya yang sah menurut hukum.

(3) Benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 24t5(4) harus
merupakan benda milik yang bebas dari segala peambeb ikatan,
sitaan dan sengketa.

2 AbdurrahmanKompilasi Hukum Islam di Indonesi&d. 1., Cet. |, Jakarta: Akademika
Pressindo, 1992, him. 166-167. Dan lihat pula daleimdang-Undang Perkawinan di Indonesia,
dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indones&urabaya: Arkola, t.th., him. 255-257.
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Pasal 218
Pihak yang mewakafkan harus mengikrarkan kehendakagara jelas
dan tegas kepada nadzir dihadapan petugas PeinduBt Akta Ikrar
Wakaf, dengan disaksikan oleh sekurang-kurangrofarg saksi
Dalam keadaan tertentu, penyimpangan dari keterdumaksud dalam
ayat (1) dapat dilaksanakan setelah terlebih daholendapat
persetujuan Menteri Agama.

Pasal 219
Nadzir sebagaimana dimaksud dalam pasal 215 ayate(diri dari
perorangan yang harus memenuhi syarat-syarat sdimdaut:
Warga Negara Indonesia;
beragama Islam;
Sudah dewasa,;
Sehat jasmaniah dan rohaniabh;
Tidak berada di bawah pengampuan;
Bertempat tinggal di kecamatan tempat letak bendmgy
diwakafkannya;
Jika berbentuk badan hukum, maka nadzir harus mameersyaratan
sebagai berikut:
a. Badan Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia
b. Mempunyai perwakilan di Kecamatan tempat letak bewydng
diwakafkannya
Nadzir dimaksud dalam ayat (1) dan (2) harus didkdéin pada Kantor
Urusan Agama Kecamatan setempat setelah mendeagan slari
Camat dan Majelis Ulama Kecamatan untuk mendapat&agesahan.
Nadzir sebelum melaksanakan tugas, harus menguctaplepah
dihadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatanksiiem
sekurang-kurangnya oleh dua orang saksi dengasumpah sebagai
berikut:
“Demi Allah, saya bersumpah, bahwa saya untuk dkamng
menjadi nadzir langsung atau tidak langsung dengama atau
dalih apapun tidak memberikan atau menjanjikan ptau
memberikan sesuatu kepada siapapun juga”.
“Saya bersumpah, bahwa saya untuk melakukan atdak ti
melakukan sesuatu dalam jabatan ini tiada sekdii-lekan
menerima langsung atau tidak langsung dari siapajuga suatu
janji atau pemberian”.
“Saya bersumpah, bahwa saya senantiasa akan memgrjnggi
tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepada salaku
nadzir dalam pengurusan harta wakaf sesuai dengaksod dan
tujuannya”.

~P o0 T
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(5) Jumlah nadzir yang diperbolehkan untuk satu unitvakafan, seperti
dimaksud pasal 215 ayat (5) sekurang-kurangnyaitdedi 3 orang dan
sebanyak-banyaknya 10 orang yang diangkat oleh |&epantor
Urusan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulamarkat@an dan
Camat setempat.

3. Macam-macam W akaf

Wakaf ada dua macam sejalan dengan tujuanpgeama wakaf
ahli®® disebut juga wakaf keluarga. Yang dimaksud dengakaf keluarga
adalah wakaf yang khusus diperuntukkan bagi oraageptertentu, seorang
atau lebih, baik ada ikatan keluarga atau tidakniviat Nazaroeddin Rahmat,
sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Rofiq, bahw&aivahli banyak
dipraktikkan di beberapa negara Timur TenffalSetelah beberapa tahun,
ternyata praktik wakaf semacam ini menimbulkan @es@ahan. Banyak
diantara mereka menyalahgunakannya. Misalnya: @)jadikan wakaf ahli
itu sebagai cara untuk menghindari pembagian atamepahan harta
kekayaan pada ahli waris yang berhak menerimamyelak wakif meninggal
dunia. (2) wakaf ahli dijadikan alat untuk mengetaktunan kreditor atas
utang-utangnya yang dibuat si wakif sebelum mewakaf tanah

kekayaannya.

2 sayyid Sabiq memberikan istilatekaf ahliini denganwakaf dzurriatau wakaf keluarga.
Yang pada dasarnya digunakan untuk anak cucu aiam kerabat dan kemudian sesudah mereka itu
untuk orang-orang fakir. Lihat: Sayyid Sabigigh Sunnah Diterjemahkan oleh Mudzakifikih
SunnahBandung: PT Al-Ma’arif, 1987, him. 148.

24 Ahmad Rofiq,Hukum Islam di IndonesjeEd. I, Cet. 3, Jakarta: RajaGrafindo Persada,
1998, him. 491-492.
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Oleh karena itu, di beberapa negara tersebut, watkatibatasi dan
malahan dihapuskan, karena tidak sejalan dengeamdglam.

Kedug wakaf khairi atau wakaf umum. Wakaf umum ini ditujukan
untuk kepentingan umum. Seperti masjid, mushalladrasah, pondok
pesantren, Perguruan Tinggi Agama dan lain sebggalWvakaf umum ini,
sejalan dengan perintah agama yang secara tegagamj@rkan untuk
menafkahkan sebagian kekayaan umat Islam, untuénkieggan umum yang
lebih besar dan mempunyai nilai pahala jariyah yarggi. Artinya meskipun
si wakif telah meninggal dunia, ia akan tetap miemerpahala wakaf,
sepanjang benda yang diwakafkan tersebut tetaprgdipgkan untuk
kepentingan umum.

Menurut pendapat penulis, di dalam praktiknya tenst di Indonesia
lebih condong kepadaakaf khairiatau wakaf umum. Karena lebih banyak
digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang siéatreneral atau publik.
Singkat kata, digunakan oleh masyarakat umum, sep®sjid, makam,
perguruan tinggi, madrasah, dan sarana prasaramg/dayang mempunyai

karakteristik untuk kemashlahatan manusia.

. Manfaat Wakaf

Tidak ada satu titik pun ajaran Islam yang tidakmifi&i nilai guna,
apakah lagi yang sia-sia. Semua ajaran Islam tetdeam hal pensyariatan

wakaf, pasti memiliki manfaat yang berlipat ganBaik untuk si wakif, dan
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lebih-lebih bagi kepentingan umat dan bahkan képgah umat manusia
secara keseluruhan. Begitu penting kedudukan wakaf dalam
menyejahterakan umat baik lahir maupun batin.

Secara umum dan ringkas, hikmah wakaf (nilai/ ddoguesitif wakaf)
dapat dilihat dari sudut kepentingan si wakif (pangan maupun lembaga) di
satu pihak dan kepentingan umum utamanya umat Iglarpihak lain.
Manfaat wakaf bagi wakif ialah bahwa wakif melaharta benda wakafnya
itu, akan menikmati aliran pahala secara terus-nusngebagai imbalan dari
sedekah jariyah (sedekah mengalir) yang ia/mereideatkan, meskipun si
wakif itu sendiri telah berpulang ke rahmatulfah.

Adapun manfaat wakaf bagi kepentingan orang bamjak atau
kepentingan umum ialah bahwa melalui sarana-sgrahbk yang dibangun
dengan harta benda wakaf, masyarakat akan memipenalefaat yang tidak
ternilai harganya. Misalnya, umat bisa melaksanaglaalat berjamaah di
masjid, menyekolahkan anak-anaknya di berbagai asatfsekolah, bisa
berobat di rumah-rumah sakit yang dibangun denganggunakan harta
benda wakaf dan lain sebagairfya.

Sebagai ilustrasi tidak bisa dibayangkan bagaimasilitan umat

Islam untuk memiliki berbagai sarana peribadatatadah air Indonesia ini

% Muhammad Amin SumaHukum Keluarga Islam di Dunia IslanEd. Revisi, Cet. 2,
Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005, him. 130-15

%6 Bandingkan dengan Ali Ahmad al-Jarjatiikmah at-Tasyri’ wa Falsafatuhuduz 2, 1381
H /1961 M (al-Mishr: (t.p), him. 199-200.
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dan bahkan di negara-negara Islam atau negaraanbggrenduduk muslim
lainnya yang manapun, manakala Islam tidak mersyamn hukum
perwakafan. Sebab, berlainan dengan dana ZIS (Zbat dan Shadagah)
yang pada dasarnya lebih bersifat konsumtif danradi@an untuk
menanggulangi berbagai kebutuhan mendesak uman Idlalam jangka
pendek atau bahkan kebutuhan sesaat, seperti m@anatau minum,
disamping pakaian dan obat-obatan, harta bendafwal&n menganut azas
produktivitas, juga jelas dialokasikan dan dipragikein untuk menanggulangi
berbagai kepentingan umat Islam yang bersifat jarmknjang. Persyaratan
harta benda yang tahan lama dalakmawkuf ‘alaih) jelas mengisyaratkan
hal itu. Demikian pula dengan persyaratan jangkktwvpanjang dan bahkan
tidak terbatas yang menjadi salah satu rukun dan persyaratan lainnya

dalam wakaf.’

B. TINJAUAN UMUM TENTANG SAKSI

1. Definisi Saksi
Secara bahasa,syahadah ‘kesaksian” berasal dari kata
musyaahadalyang berarti melihat dengan mata, karsyehidorang yang
menyaksikan memberi tahu apa yang ia saksikan itlafh Maknanya

adalah pemberitahuan seseorang atas apa yangalaukelengan suatu

27 bid, him. 202.
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lafadz, yaitu “aku saksikan atau aku telah menyaksi (asyhadu atau
syahidtu)’®
Pengertian saksi menurut subekti dan R. Tjitrosaditbalam

kamus hukum disebutkan bahwa saksi adalah orang yhtlengar
keterangannya di muka pengadilan, orang yang mahddpgas
menghadiri suatu peristiwa dan bila perlu dapat¢igdr keterangannya di
muka pengadila®® Subekti juga mengatakan bahwa kesaksian harus
mengenai peristiwa-peristiwa yang dilihat dengamankapala sendiri atau

yang dialami sendiri oleh seorang saKsi.

Sedangkan menurut Mukti Arto dalam bukurBeaktek Perkara
Perdata Pada Pengadilan Aganmenyebutkan bahwa saksi ialah orang
yang memberikan keterangan di muka sidang dengamemehi syarat-
Syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau lkeaglang ia lihat, dengar
dan ia alami sendiri, sebagai bukti terjadinya gisva atau keadaan
tersebut’

Jadi, keterangan yang diberikan oleh saksi hantsrig peristiwa
atau kejadian yang dialaminya sendiri. Sedang getd#tau dugaan yang
diperoleh secara berfikir tidaklah merupakan keisaké Kejujuran dan

maksud baik saksi dalam memberikan keterangan apkan dapat

2 sayyid SabigFigih Sunnah Jilid 4 (terj.), oleh Noor Hasanuddin, dkk., Cet. |, Jéka
Pena Pundit Aksara, 2006, him. 361.

29 Subekti dan R. Tjitrosudibidamus HukumJakarta: PT Pradnya Paramita, Cet. Ke-4,
1979, him. 100.

%0 Subekti,Pokok-Pokok Hukum Perdatdakarta: PT. Intermasa, Cet. 24, 1992, him. 180.

3L A. Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Aganfagyakarta: Liberty,
Cet. Ke-1, 1999, him. 165.

32 Sudikno Mertokusumap.cit., him. 135.
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mengungkap tabir permasalahan dan memberikan &ajelperistiwa

yang sedang dalam proses pemeriksaan perkara.

2. Dasar hukum Saksi

Hak kesaksian telah tersebut dalam al-Qur’an. Abatirman:

P xMEAQO R &A1 * BXOCORANEo 0T ORa KO0
J22Z0 WARTIZ M0 T8
Artinya: “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi darirga
orang lelaki (diantaramu)(QS. Al-Baqgarah: 282}

EEEIAOL AN 0630 BXOCOZ &G0 e
BX-AQ<CO0 A0 eO SRPABCGQHE

* # BAORIO ORIV ®© ¢ @a S
Artinya: “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yand adi

di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksia

itu karena Allah” (QS. Ath-Thalaqg: 2§

Dari ayat-ayat al-Quran di atas, Allah memerin@hkkepada
hambnya untuk menegakkan kesaksian. Baik dalaryamg berhubungan
dengan muamalah, hudud, maupun lainnya agar narkpbknaran-
kebenaran di dalamnya, dan selain dari ayat-aysélat di atas, masih
banyak ayat-ayat lain yang memerintahkan adanyakkes.

Dari petunjuk-petunjuk berdasarkan ayat-ayat tersethapatlah
penulis tegaskan bahwa persyaratan adanya saksn dalatu perkara ini

benar-benar diperintankan, dalam hal diadakannksi dsisa menjadi

33 Lembaga lajnah pentashih al qurgmcit him. 58
* bid., him. 685.
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keharusan bahkan kewajiban karena suatu alasansgrgat mendasar
harus dilaksanakan atau sunnat, makruh, dan haesuais dengan

perbuatan dan keadaan yang melakukannya.

3. Syarat Saksi
Sayyid Sabiq memberikan syarat-syarat sebagai rilariteaksi
adalah sebagai berik®it:

1. Islam, tidak dibolehkan kesaksian oleh orang kafias muslim,
kecuali mengenai wasiat dalam keadaan perjalanan.

2. Adil, sifat adil merupakan tambahan bagi syaraanslyang harus
dimiliki oleh para saksi. Maksud adil adalah kebaiknereka harus
mengalahkan keburukannya dan mereka tidak dikestzgai orang
yang bisa berdusta.

3. Baligh dan berakal, apabila sifat adil merupakaaraty penerimaan
kesaksian, maka baligh dan berakal juga termasakasifat adil.
Oleh karenanya, tidak diterima kesaksian oleh dgetil walaupun
bersaksi sesama anak kecil. Begitu juga kesakarag gila dan orang
yang tidak waras karena kesaksian mereka tidak atangkan
keyakinan yang akan dijadikan dasar dalam perkakarb.

4. Mampu berbicara, apabila seorang saksi bisu dask tshnggup

berbicara, maka kesaksiannya tidak dapat diterima.

% Sayyid SabigFigh al-Sunnah Jilid 4Beirut: Dar al-Fikr, 190 H, him. 57.
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5. Ingat dan cermat, tidak dapat diterima kesalahamgryang buruk
ingatannya, banyak lupa dan salah karena ia telahilakgan
kepercayaan dalam pembicaraannya.

6. Bersih dari tuduhan, tidak dapat diterima kesaksaang karena
ketertarikan atau permusuhan.

Untuk menjadi saksi yang adil harus memenuhi S5agygaitu:

a. menjauhkan diri dari dosa besar;

b. menjauhkan diri dari membiasakan dosa kecil;

c. menjauhkan diri dari eprbuatan bid’ah;

d. jujur di kala marah; dan

. berakhlak luhur®

[¢)

Selain dari kelima syarat tersebut di atas, Ibnwsy@udalam
memegangi syarat-syarat saksi tidak menggunakaaweeshan sebagai
syarat untuk diterimanya saks, tetapi beliau juganggunakan syarat
bahwa saksi itu tidak diragukan niat baiknya.

Mengenai diragukannya i'tikad baiknya yang diselaabloleh
faktor kecintaan, maka ulama telah sependapat b&leweguan tersebut
berpengaruh bagi digugurkan (ditolak)nya kesak®ian.

Adapun syarat saksi menurut A. Mukti Arfb,saksi harus

memenuhi syarat formil dan materiil. Dengan ketentsebagai berikut:

3% Moh. Rifa’i, Terjemah Khulashoh Kifayatul Akhyap.cit, him. 461.
3" Ibnu Rusydpp.cit, him. 688.
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1. Syarat formil saksi

a) berumur 15 tahun ke atas;

b) sehat akalnya;

c) tidak ada hubungan keluarga sedarah dan semenidsatidr satu
pihak menurut keturunan yang lurus, kecuali undamgang
menentukan lain;

d) tidak ada hubungan perkawinan dengan salah satid pieskipun
sudah bercerai;

e) tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihalgade
menerima upah, kecuali undang-undang menentukan lai

f) menghadap persidangan;

g) mengangkat sumpah menurut agamanya,;

h) berjumlah sekurang-kurangnya 2 orang untuk kesaksizatu
peristiwa, atau dikuatkan dengan alat bukti lagguali mengenai
perzinahan.

i) dipanggil masuk ke ruang sidang; dan

J) memberikan keterangan secara lisan.

2. Syarat materiil saksi
a) menerangkan apa yang dilihat, ia dengar dan iai @l@ndliri;
b) diketahui sebab-sebab ia mengetahui peristiwanya,;

c) bukan merupakan pendapat atau kesimpulan saksrisend

3 A. Mukti Arto, op.cit, him. 165.
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d) saling bersesuaian satu sama lain; dan
e) tidak bertentangan dengan akal sehat.
4. Kewajiban Seorang Saksi
Ada tiga kewajiban bagi seorang yang dipanggil gabsaksi, yaitu:
a. Kewajiban untuk menghadap

Kewajiban untuk menghadap di persidangan pengadilan
apabila pada hari yang telah ditetapkan saksi yeftah dipanggil
tidak datang, maka ia di hukum untuk membayar biggag telah
dikeluarkan sia-sia dan ia akan dipanggil sekali. |&alaus etelah
dipanggil untuk kedua kalinya ia tidak juga datangnghadap, maka
untuk kedua kalinya ia dihukum untuk membayar bigasag telah sia-
sia dikeluarkan dan dihukum pula untuk menggantudgan yangd
iderita oleh para pihak karena ketidakhadirannysisgan disamping
itu hakim dapat memerintahkan agar saksi di baved qolisi ke
pengadilan.

Apabila saksi yang dipanggil bertempat tinggalugirlwilayah
hukum pengadilan negeri yang memanggil, maka tatik kewajiban
untuk datang. Tetapi pendengaran saksi ini dilirkpatke pengadilan
negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tirggaksi dan
berita acara pemeriksaan saksi ini kemudian harbacakan di
persidangan. .

b. Kewajiban untuk bersumpah
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Berkenaan dengan masalah penyumpahan saksi, dn dala
hukum islam ada dua pendapat. Pendapat pertamaatagag bahwa
saksi tidak perlu disumpah, sebab kata-kata epesaktu sendiri
sudah mengandung sumpah. Demikianlah menurut ulaadzhab
Hanafi. Pendapat kedua mengatakan sebaliknya, bsaké itu perlu
disumpah, sebab kata mereka, keadilan saksi ituagman sekarang
menjadi samar-samar, oleh sebab itu, harus dipedarggan sumpah.
Demikianlah menurut pendapat Imam Ibnu Laila, Halurtubah,
Muhammad bin Basyri dan lain-lain dari hakim satafig terdahuld®

Adapun perundang-undangan modern sekarang padamyaum
mewajibkan penyumpahan para saksi sebelum mengacapk
persaksiannya.

c. Kewajiban untuk memberikan keterangan

Kesaksian hanyalah dibolehkan dalam bentuk penaibeidin
dari orang yang mengetahui dengan mata kepalarseikdierangan
saksi yang bukan merupakan pengetahuan dan peragyalaendiri
tidak dapat membuktikan kebenaran persaksiannyapesidangan
saksi memberikan kesaksian bahwa ia mendengar dalhatn
peristiwva yang dialami oleh yang bersangkutan daterkngan

kesaksian yang didengar dari orang lain pada umamtigak

39 Sobhi Mahmassankalsafah Al-Tasyri’ fi al-Islamalih bahasa, Ahmad Sudjono, Bandung:
PT. Al-Ma’arif, Cet. Ke 1, 1976, him. 350. Lihatga: Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy,
Peradilan dan Hukum Acara IslgrBemarang: PT. Pustaka Rizki Putra, Cet. |, 1887, 147.
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diperkenankan, karena keterangan itu tidak berhgdoundengan
peristiwa yang dialami sendiri.

Kalau saksi setelah disumpah enggan memberi kegi@nan
maka atas permintaan dan biaya pihak yang berstargkakim dapat

menyandera saki.

“0 Sudikno Mertokusumap.cit, him. 144.



